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Abstrak
 

Tesis ini meneliti tentang pendampingan dan penegakan hukum kasus KDRT. Korban KDRT membutuhkan

pendampingan karena ketahanan individunya terganggu. Maka akan memberi pengaruh terhadap ketahanan

keluarga, ketahanan lingkungan, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional. Secara normatif

pendampingan korban KDRT yang merupakan pemenuhan hak-hak korban telah diupayakan secara

maksimal sehingga penanganan menjadi lebih optimal. Dalam prakteknya pendampingan korban kasus

KDRT itu terdapat kendala.

Penelitian kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif analisis. Metodologi dengan wawancara mendalam

dengan berpedoman dimana penulis menyembunyikan peran berharap agar mendapat informasi yang lebih

banyak dari informan dengan fenomenologi data primer dan data sekunder. Data primer dari wawancara

mendalam berpedoman dengan 4 (empat) tempat studi kasus yaitu di LBH APIK, P2TP2A Provinsi DKI

Jakarta, Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur,

baik berupa buku, artikel surat kabar, leaflet, internet.

Penelitian ini memfokuskan penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT. Dan untuk pendampingan

korban KDRT karena merupakan kasus yang spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan,

pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala dalam hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadikan

korban ketakutan. Adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan

korban KDRT, sehingga proses hukum terhambat. Di Kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus

rumah tangga diselesaikan secara non ligitasi (solusi damai saja). Pertanyaan di pihak Kepolisian

menyudutkan korban. Maka peluang terjadinya kasus KDRT adalah dengan tidak ditahannya pelaku

ancaman tindak kekerasan akan kembali muncul lagi, yang mengancam keselamatan korban. Solusi damai

tidak cukup untuk menangani kasus KDRT berpeluang kondisi psikis mengalami trauma menjadi-jadi

mengingat pengalaman kekerasan yang dialami, Pertanyaan yang menyudutkan akan menjadikan korban

tidak percaya diri dan tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan.

......This thesis examines the law enforcement and assistance in the domestic violence (KDRT) cases. The

domestic violence victims need assistance because their individual resistance is disturbed so it will give an

influence on family resilience, environmental sustainability, community and national resilience.

Normatively the assistance of domestic violence victims that represent the fulfillment of the rights of victims

have been pursued maximally so that the handling becomes more optimal. In practice, there are many

constraints in assisting the domestic violence victim cases.

This qualitative research represents descriptive analysis approach with methodology of in-depth interviews

in which the author undercover his role on hoping in order to obtain more information from informants with

the phenomenology of primary data and secondary data. The primary data of the in-depth interviews are

guided with 4 (four) places of case studies namely at LBH APIK, P2TP2A of DKI Jakarta Province,

National Police Criminal Investigation (Bareskrim Polri) and Polres Metro Jakarta Timur while the
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secondary data are from various literature, in the form of books, newspaper articles, leaflets, and Internet.

This study focused on the law enforcement and assistance to the domestic violence victims. The assistance

to the domestic violence victims is a specific case, not like other cases that require reinforcement, recovery,

and empowerment. The constraint in this case is that the doers are not arrested so that the victims of

domestic violence become afraid. The different perception between law enforcement officers in this case the

police and victims of domestic violence cause the legal process hampered. In the police, the domestic

violence cases are considered as household affair that should be resolved in non-litigation (peaceful solution

only). The questions by the police are cornering the victims. Thus, the chances of domestic violence cases,

because the doers are not arrested, the threats of violence will be repeated, that threaten the safety of the

victim. Peaceful solution is not sufficient to handle domestic violence cases since it is likely that psychic

condition will get trauma, due to the violence that they experienced. The cornering questions will make the

victims have no self-confidence and do not want to take legal action with a variety of reasons.


